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KEWENA}IGAN PERADILA}I TATA USAIIA FTEGARA
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

Oleh:
Evi Oktarina, SH., MH.l

ABSTRAK

Dalam praktek penyelenggaraan Pemilu masih sering terjadi pelanggaran bahkan

:,radinya tindak pidana pernilu maupun terjadinya sengketa Pernilu. Para pihak yang
- ;:sengketa dalam sengketa Pemilu pada Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, selaku

:enyelenggara Pemilu.

- ilalon AnggotaDPRzu, DPD, DPRD Kabupaten/Kota

?artai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi

Proses penyelesaian Sengketa pemilu pada Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan

---' Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha

:.::a. setelah upaya administrasi di Bawaslu telah digunakan pengajuan gugatan dimaksud

- *.'rkan 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu. Pengadilan Tinggi
' 

-: ' l,-saha Negara memeriksa dan memutuskan gugatan tersebut paling lama2l (dua puluh

,." .--r,&r1 per"mohonan kasasi ke Ivfahkamah Agung, selama 7 (tujuh) hari kerja, sejak
I ----,-it Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung wajib menuntaskan
.:* ,ltro&o kasasi itu pahng lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Putusan Mahkamah Agung
-:'* -:i tinal dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

* : !-':nci : Sengketa, pemilu, Peradilan Tata Llsaha Negara

b ABSTRACT
l

Y** the implementation af General Election still ofien kappened violation even the

h;lg af election crime as well ss electian disputes. The parties ta the dispute tu tlw
kr dispute in the State Administrative Court, namely:

] Wa Election Commission (KPU), Provincial KPU, Regency / Municipal KPU, qs

I * aguizer of the General Election.

1 r t'otrsfor 
Members of DPR kl, DPD, Regency / City DPRD

1 md Party of Election Candidates who do not pass the verification

IIf of resolving election disputes at the State Administrative Court, a lawsuit on the

}rurue Dispute of the General Election shall be submitted to the State

tf dtue High Court, after the adminLstrative qfforts in Bawaslu have been used, the

*+* lawsuit shall be made 3 (three) warking days afier the issuance of Bawaslu

- The State ffirt checla and resolves the lawsuit far a maximum of 2I (twenty one)

I;ft &ys on the Decision af the State Administratipe High Court, only a cassation

Hrly be made to the Supreme Courtfor 7 (seven) working days since the Decision of

,-.: j ri Sumpah Pemucja Palembang
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the State Administrative High Court , The Supreme Court shall finalize the request.for t
ciissatian u'ithin 30 (thirg') t+'orking day,s. The decision o/ the Sttpreme Caurt is fina! a,
has a permanent legal force.

Ke.ywords : Dispuies, election, State Adminisiruiive Cour

A. LATAR BELAKANG

Makna demokrasi sesungguhnya secara sederhana dapat dipahami sebagai kekuasa

tertinggi dalarn suatu Negara berada di tangan rakyat atau keriaulatan tertinggi berada

tangan rakyat. dengan demikian rakyat sebagai pemilik kekuasaan di dalam suatu Negara.

Derrrikian hairrya dengan i.iegara Kesatuan Republik indonesia berkenaan rjengi

system dmeokrasi ini. di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahr

1945 yang. ditcgaskan dalam Pasal 1 avat (2) yang menyatakan bahwa : "Kedaulatan berar

di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Berdzsarkan uraian pasal tersebut di atas, Negara Indonesia ini adalah pengan

paham demokrasi. dimana pemilik kekuasaan tertinggi adalah rakyat. rakyatlah yar

berdaulat.

Hal yang paling prinsip lainnya adalah 'Negara Indonesia adalah Negara hukur

maka dengan demikian sistem ciemoicasi yang berlaku <ii Indonesia adalah demokrasi daia

koridor Negara Hukum. Dalam pemahaman lebih lanjut sistem demokrasi diselenggarak

menurut mekarrisme konstitusional yang telah ditetapkan di dalam konstitusi dan Utr,iat:

Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.

Ivfenurut Jairedjri lvI. Gaffur mengemukakan bahwa daiam perketnbaugallirJ

demokrasi sebagai pemerintahan oleh rukyat secara sepenuhnya hanya mungkin terjadi pa

Negara yang wilayair dan.juurlah warganya sangat kecil seperti di iiegara kota (Polis) pa

masa Yunani Kuno. Demokrasi dalam arti rakyat terlibat secara langsung dak

pemerintahan sudah tidak mungkin ciiiaksanakan lagi, iika dipaksakan justru ada rakyai ya

kehilangan kesempatan untuk ikut serta dalam pemerintahan.l

Hal ini yang rnenjadi dasar filosofi di dalam rumusan dasar liegara R.epub

Indonesia sebagaimana dimaksudkan di dalam sila ke-IV dari Pancasila yakni "Kerakyal

yang dipimpin oieh hikmat kebijakstrnaan dalam pernusyawaratan perwakilan". Hal sena

berkaitan dengan makna sila keempat ini lebih lanjut Janedri M. Gaffar mengemukak

"Hai ini melahirkan sistem demokrasi perwakiian yang bertujuan agar kepentingan <i

kehendak warga Negara tetap dapat menjadi bahan-bahan pembuatan keputusan mela

28
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mromg-:rslg ,vang mewakili mereka. Di dalam gagasan demokrasi perwakilan kekuasaan

Mngu": rkedaulatan) tetap di tangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang

ir-rl,r:i' :.eh rak.vat sendiri.2

Dernokrasi perwakilan yang konstitusional merupakan cara untuk melaksanakan

.rmrr:ur::i. Sehingga dengan demikian Robert A. Dahl menyatakan bahwa demokrasi

w-*'c:lan merupakan bentuk demokrasi dalam skala besar yang membutuhkan lembaga-

u,r:riLri:-; politik tertentu sebagai jaminau terlaksananya demokrasi yaitu :

:"r- p'ejabat yang diPilih
* ;:::ii,han umum yang bebas, adil dan berkala

!- :r:eL'asan berpendapat

* ! -r:ber informasi alternatif
; -r,;,36mi asosiasional

, -*:s kewargane galrranyang inklusit'
Dernokrasi perw-akilan yang telah berlangsung cukup lama di negeri ini, telah

mrc;-.t'ihkan orang-orang tertentu duduk di parlemen melalui suatu proses pemilihan umum,

,u:' -g.aa dengan itu terjadilah proses pendelegasian kedauiatan dari rakyat kepada wakil-

,r*u--r1a yang telah dipilih melalui pemilihan umum. Lazimnya sering disebut pemilu

,,- ..riifkur-un waktu lima tahunan.

Rakyat benar-benar merasakan kedaulatan yang dimilikinya untuk

,r -- .:rpinnya. ivlenurut Prof. DR. NIoh. iviahfud, MD minimal ada tiga rute

,,,: .ni bisa dicatat tentang upaya menuju demokrasi modern yaitu revolusi

-. 
"-,: Jai dengan kapitalisme dan parlementarisme (Perancis, Inggris).4

Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana ditentukan di dalam Undang-

:-:ng Dasar 1945, maka pemilihan umum (Pemilu) merupakan sesuatu prinsip dalam

";: *ah Negara yang menganut asas demokrasi, maka secara konstitusional dapat dijabarkan

-.:senai pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Bab VIIB Undang Undang Dasar

-:5 Pasal22E.

1. Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umuln, bebas, rahasia, jujur dan adil

setiap lima tahun sekali.

:. Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

' tbid,hal. z.

' tbid,

' Moh, Mahfud, MD "Demokrssi dan Konstitusi lndonesrs", Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hat. 18'

menentukan

yang sampai

borjuis yang

nelalui
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3. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat di

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Partai Politik.

4. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adali

perseorangan.

5. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersil

nasional, tetap dan mandiri.

6. Ketentuaii lebih lanjui terilang peniiiihan ufiluill rJiatur dengan Undang Undang.'

Uraian di atas menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia benar-benar seca

konstitusional rnengakui bahwa Negara ini adalah Negara yang berkedauiatan rakyat atr

Negara demokrasi, maka dari situlah sebagai perwujudannya dilaksanakan pemilihan umu

kurun waktu 5 (lima) iahunan.

Pemilihan Umum di Indonesia dilaksanakan untuk memilih wakil-wakilnya ya:

akan tlucluk c1i Lembaga Perwakilan Rakyat Pusat. iuga untuk anggota Dewan Perwakii

Rakyat Daerah Provinsi. serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota d

Dewam Perwakilan Daerah yang peseltanya berasal dari perorangan.

peserta pemilihan umum untuk dipilih menjadi anggota DPR RI dan anggota DPI

berasal 6ari partai politik yang sudah ditetapkan sebagai pese(a partai politik dalam pemi

Kendatipun secara konstitusional pemilu di Indonesia diselenggarakan secara langsur

umum, bebas. rahasia. jujur dan adii namun dalam prakteknya masih terjadi pelanggaran

sana sini baik oleh peserta. penyelenggara maupun yang lain yang berkompeten deng

pelaksanaan Pemilihan Umum'

pemilihan Umum dapat terselenggara oleh suatu lembaga penyelenggara pemilil

rilllurn secara nasiolal. Lembaga yang ,limaksudkan adalah Komisi Pemiiihan Utri

(KpU). Komisi pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan um

yalg bersifat nasional. tetap dan rnandiri yang bertugas irtelaksanakan pemilihan ulnulrl'

Dalam hal penyelesaian sengketa pemilu ini pada prakteknya dapat melibatl

beberapa pcradilan yakni peradilan unlum. peradiian tata usaha Negara'

yang menjadi konsentrasi penulis dalam tulisan ini adalah sengketa pemilihan um

yarrg rnen-iadi bagian dari kompetensi Peraclilan Tata Usaha Negara. Demikian halnya i

sangat dimungkinkan terjadinya pelanggaran pidana. pelanggaran administrasi

perselisihan hasil Pemilu.

Pasca diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengal'

perubahan sejak tahun lggg sampai dengan tahun 2AA2. dimana salah satu mui

30
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:o:ubahannya yaitu lahirnya salah satu lembaga Negara pelaksana kekuasaan kehakiman

.iai Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagai pelaksanaan Pasal 24C UUD 1945 dibentuklah Undang Undang Nomor 24

-:nun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor

-: l-ahun 200;l menegaskan kembali bahrva salah satu kervenangan l\4ahkamah Konstitusi

"lK) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan

:ngikat untuk memutus Perselisihan Hasil Pernilihan Urnum (PHPU).

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum GHPU) diajukan oleh pemohon yang

::-rs ilr€rnenuiri kualifikasi legui slanding sebagai berikut :

1. Perorangan WNI calon anggota DPD peserta pemilu untuk Pemilu anggota DPD.

l. Pasangan Calon Presiden dan V/akil Presiden peserta pemilu presiden dan wakil

presiden untuk Pemilu dan Wakil Presiden.

i. Partai Politik peserta Pemilu untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD;

Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan

:.:: rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggarazn

: o d 1u harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

Teori Negara demokrasi dan teori Negara hukum berpengaruh besar dengan

- =o.omodasikannya mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dan prinsip-prinsip bagi

:::baga- Peradilan yaitu Pengadilan Tata Llsaha Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK)

:::1i mengawal Pemilu yang demokratis.

Penulis merasa tertarik menyoroti hal-hal yang berkaitan dengan otoritas Lembaga

: .:adilan tata Usaha Negara pada momen penyelenggaraanpemilihan umum (Pemilu).

L Fermasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang menarik untuk

: :;has adalah:

Siapa saja para pihak yang bersengketa dalam sengketa Pemilu di Pengadilan Tata

f saha Negara?

- 3agaimana proses penyelesaian sengketa Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara?

: L\ALISIS DAN PEMBAHASAN
L Pengertian Pemilu

\4enarik untuk menjadi bahan pemikiran dan untuk ditelaah lebih iauh sebelum

- =* rrikan definisi tentang pemilihan umum, karena kita memberikan pemahaman tentang

-, - '.l. inr mempakan snb bahasan dari induk pokok kajian mengenai o'Demokrasi".

11J-t

oang Dasar 1945.
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3. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dt

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Partai Pt-riitik.

4. Peserta Pemilihan LTmum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adali
hafcanfqn0qn
P!r JlvrqrrEsrr.

5. Pemilihan Umun diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihall Umum yang bersif

nasional, tetap dan mandiri.

6. Ketentuan lebih lanjut tentang pernilihan uil1ulll diatur dengatr Undang Uudang.'

Uraian di atas menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia benar-benar seca

konstitusional merrgakui bahwa Negara ini adalah Negara yang berkedaulatan rakyat ati

Negara demokrasi, maka dari situlah sebagai perwujudannya dilaksanakan pemilihan umu

kurun waktu 5 (iirna) tahunan.

Pemilihan Umum di Indonesia dilaksanakan untuk memilih wakil-wakilnya yar

akan dutiuk di Lembaga Ferwakilan R-akyat Pusat, -luga untuk anggota Dewan Perwakiii

Rakyat Daerah Provinsi, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dr

Dewan Perwakilan Daerah yang pesertanya berasal dari perorangan.

Peserta pemilihan umum untuk dipilih menjadi anggota DPR RI dan anggota DPR

berasal dari partai politik yang suciah ditetapkan sebagai peserta partai politik dalam pemil

Kendatipun secara konstitusional pemilu di lndonesia diselenggarakan secara langsun

umum. bebas. rahasia. jujur <ian adii namun dalam prakteknya masih terjadi pelanggaran

sana sini baik oleh peserta. penyelenggara maupun yang lain yang berkompeten dengr

pelaksanaan Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum dapat terselenggara oleh suatu lembaga penyelenggara pemilih

umunl secara nasional. Lembaga yang dirnaksudkan adalah Kornisi Pemilihan Uniu

(KPU). Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umu

yang bersifat nasional. tetap dan mandiri yang berlugas melaksanakarr pemilihan ullurl.

Dalam hal penyelesaian sengketa pemilu ini pada prakteknya dapat melibatk

beberapa peradilan yakni peradiiarr ulnum, peradiian tata usaha Negara.

Yang menjadi konsentrasi penulis dalam tulisan ini adalah sengketa pemilihan umu

.vang rnenjadi bagian dari kornpetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian halnya.iu

sangat dimungkinkan terjadinya pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi d

perselisihan hasil pemilu.

Pasca diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalat

perubahan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2AA2" dimana salah satu muat

30
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lr-*:r,..hannya yaitu lahirnya salah satu lembaga Negara pelaksana kekuasaan kehakiman

-u:- \{ahkamah Konstitusi (MK).

Sebagai pelaksanaan Pasal 24C UUD 1945 dibentuklah Undang Undang Nomor 24
" 

*:: - 1003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor

. * -::-rn 200-l menegaskan kembali bahrva salah satu keu'enangan Mahkamah Konstirusi

r- 3,lalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan

:rr ;-,\at untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Urnum (PHPU).

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) diajukan oleh pemohon yang

,u-i'*: ncnl€nuhi kualifikasi legal slanding sebagai berikut :

Ferorangan WNI calon anggota DPD peserta pemilu untuk Pemilu anggota DPD.

- Pasangan Calon Presiden dan V/akil Presiden peserta pemilu presiden dan wakil
presiden untuk Pemilu dan Wakil Presiden.

r Partai Politik peserta Pemilu r:nhrk Pemilu anggota DPR dan DPRD;
Femilu diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan

^,:;ir- :,lq at, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan

"*:::-- * harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

Teori Negara demokrasi dan teori Negara hukum berpengaruh besar dengan

:.m . rodasikannya mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dan prinsip-prinsip bagi

-::rqa Peradilan yaitu Pengadilan Tata LIsaha Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK)

:: *. :Tlengawal Pemilu yang demokratis.

Penulis merasa tertarik menyoroti hal-hal yang berkaitan dengan otoritas Lembaga

I r:,::ian tata Usaha Negara pada momen penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu).

3" !'ormasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang menarik untuk

- -:: -;-i adalah :

I :pa saja para pihak yang bersengketa dalam sengketa Pemilu di Pengadilan Tata
- =.aha Negara?

" 3 ,gaimana proses penyelesaian sengketa Pemilu di Pengadilan Tata UsahaNegara?

d-\ \LISIS DAN PEMBAHASAN
, Pengertian Pemilu

\{enarik untuk menjadi bahan pemikiran dan untuk diGlaah lebih jauh sebelum

*l*::erik&r definisi tentang pemilihan umum, karena kita memberikan pemahaman tentang

.*-* -r. iar mempakan sub bahasan dari induk pokok kajian mengenai o?emokrasi".

JI
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Berkaitan dengan hal tersebut Moh. Mahfud MD menyampaikan pandangann

tentang demokrasi dan peranan Negara, menurut beliau "Telaah tentang tolak tarik antt

peranan Negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dan telaah tentang demokrasi kare

dua alasan, pertama hampir semua Negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebal

asas yang fundamental sebagaimana telah ditunjukkan oleh hasil studi LLNESCO pada a';

1950-an yang mengumpulkan lebih dari 160 sarjana barat dan timur. Peranan kepada Negr

,Jan masyarakat hiclup dalam porsi yang berbeda-beda (kendati sama-sama Negi

Demokrasi). Kedua demokrasi sebagai asas kenegaraan yang esensial telah memberik

arah bagi peranan masyarakat untuk rnenyelenggarakan Negara sebagai tlrganisasi tertint

tetapi ternyata demokrasi itu berjalan dalam rute yang berbeda-beda.6

Lebih lan-iut beiiau mengungkapkan dasar hidup bernegara memberi pengert

bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberi ketentuan dalam masalah-masalah pokok yz

kehiclupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan Negara. oieh kerena itu kebi-iaksant

tersebut menentukan kehidupan rakyat.T

Daiam suatu Negara climana rakyat sebagai pemilih kedaulatan teriinggi, mi

menyangkut kehidupan bermasyarakat. kehidupan berbangsa dan bernegara maka pi

hakekatnya harus menciapat persetujuan rakyat. Persetujuan mana akan direpresentasil

orang-orang yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. sebut saja kalau di Indonesia adat

Lerrrbaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Bagaimana proses pendelegasian kedaulatan yang dimiliki rakyat itu. sesunggulu

inilah esensi dari dernokrasi. Nfenurut Janedjri lvf. Gaffar terdapat dua ienis atau tno

demokrasi berdasarkan cara pemerintahan oleh rakyat itu dijalankan. yaitu demokl

iangsung ,Jan dernokrasi perwakiian. Demokrasi iangsung dalam arti pemerintahan c

rakyat sendiri dimana segala keputusan dianut oleh seluruh rakyat yang berkumpul p

waktu clan tempat yang sama hanya mungkin terjadi pada Negara yang kecil.s

Karena itu, berkembang mekanisme yang menjamin kepentingan dan kehen,

warga Negara menjadi bzrhan pembuatan keputusan meialui orang-orang yang mcwa

mereka yaitu demokrasi perwakilan.e

Di tiaiam demokrasi perwakilan yang memiliki kedaulatan tetapi miiik rakyat nar

dalam pelaksanaan kedaulatan itu diwakili orang-orang yang dipilih melalui pemili

umum. Persoalan muncul kemudian, apakah wakil-wakil rakyat ini betul-betul meq

u Moh. Mahfud MD, op.cit, hal. 18.

' tbiri,hal. ig.
8 Janedjri M. Gaffar. Ap.Cit. hal. 26.
t rbid.
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.rilt?ror rakyat, ataukah atas nama rakyat akan tetapi untuk memperjuangkan kepentingan

rn'murrrr Sejatinya untuk dan atas nama rakyat, seharusnya memperjuangkan kepentingan

llfllllt\r tlllL

-' Segara Republik Indonesia sendiri, sebagaimana dasar Negara yaitu Pancasila,

[unflu; "lr.ll- :: dalam Undang-Ltndang Dasar 1945, sesuai dsngan eksistensinya sebagai

lidr,*,,*rmru61 ms.,: ,3engan jumlah penduduk yang besar pula sangat tepat memilih demokrasi

,u ; r,:iirl& dernokrasi perwakilan merupakan dernokrasi yang dapat dijalankan

;ir- - s'.taru yang luas dengan jumlah penduduk yang besar pula.

Sistem demokrasi iak langsung atau sisterrr demokrasi perwakilan, harus tersedianya

-*.: = pendelegasian kedaulatan rakyat, sarana yang dimaksudkan adalah pemilihan umum

r::riiu). Apakah yang dimaksud dengan pemilihan umum (pemilu) yaitu berdasarkan

-::ng-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentartg Pemilu Bab I, Pasal 1 adalah sarana

-; :iSarr?till kedaulatan rakyat yang diiaksanakan secara langsung, urnumo bebas, rahasia,

- -: dan adil dalam Negara Republik Indonesia tahun 1945.10

Sebagaimana dalam praktei<nya pemilihan umum di indonesia dilaksanakan dalam

-- :ka untuk memilih wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Pusat (DPR RI) dan juga

, -.:i-wakii rakyat di Parlemen cii Daerah (DPRD Provinsi ataupun KabupateruKota) iniiah

-:n disebut pemilu legislatif. Di samping itu juga dilaksanakan pemilihan umum untuk

:.rrilih presiden dan wal<il presiden.

Pada titik inilah jalannya demokrasi perwakilan menghendaki adanya pemilu. Pemilu

,, jaknya merupakan rnekarfsme untuk nrembentuk organ Negara, terutama orgatl

:':::rbentuk hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan Negara. Karena itu,

:c.:tilu merupakan bagian tak terpisahkan sekaligus sebagai prasyarat 'oagi demokrasi

:,.:*akilan.11

Diperkuat oleh pendapat Hans Kelsen juga menyatakan bahwa beniuk dari

:;:rokrasi adalah pemilihan dimana organ Negara yang dibentuk untuk membentuk dan

-.:njalankan norrna hukum dipilih oleh subjek yang diatur oleh norma yang dibentuk untuk

_ ,l

Pemilihan umum sebagai sarana pendelegasian kedaulatan rakyat di Indonesia sudah

--engalami perubahan terutama dalam pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil

:siden, bahkan untuk memilih Kepala Daerah (Piikada) langsung diiaksanakan oleh

to 
Sinar Grafika, Undong-Undang Pemilu Nomor 8 Tohun 2a12,5inar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 3.

11 
Janedlri M. Gaffar, Op.Cit, hal.27.

" rbid,hal.zB.
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rakyat, tidak melalui perwakilan oleh Lembaga Dewan Perwakilan hal tersebut su

berlangsung semenjak tahun 2004 sampai dengan sekarang.

Beia*iar ciari dinamika penyelenggarixln. Femilu Presiden dan Wakil Presiden s

pemilihan kepala daerah (Pilkada) terindikasikan terjadinya pelanggaran amanah

aspirasi rakyat, banyak oknum wakil-wakil rakyat yang tidak memiliki amanah terha

aspirasi rakyat. belajar dari kenyataan itulah maka rakyat pun berketetapan hati ur

memilih pemimpinnya secara langsung. tidak lagi melalui perwkailan oieh wakil-wakil

di lembaga perwakilan.

Berkaitan dengan hal tersebut rJi atas, sistem perniliiran tidak langsung tidak sr

memenuhi harapan rakyat. keberhasilan pemilihan oleh dewan, mempertaruhkan kejuju

kemandirian <lan taat asas pernilu. Pada pemilihan tidak langsung poiensi korupsi ju

meningkat. Selain itu, pemilihan tidak langsung juga dipandang lebih lemah da

mengaregasi semangat public dibanclingkan dengan pemilihan langsung. 13

Secara garis besar sistem pemilu pada umumnya dibedakan menjadi dua yaitu sis

prt-rpnrsiorrai dan sistern distrik. Sistem proporsional sering iuga diseb*i system n

member constituencies. sedangkan sistem distrik disebut sistem single men

constituency. Daiam sistem disirik, satu wilayah (distrik pemilihan) memiiih satu wakil

dasar pluralitas. sedangkan dalam sistem proporsional satu wilayah yang besar men

beberapa wakil yang jumlahnya ditentukan berdasarkan perimbangan jumlah penduduk.t'

Pelaksanaan pemilihan umum, disamping sebagai perwujudan dari sistem demokr

pemilu itu harus dijalankan cialam prinsip-prinsip l*legara hukum vang demoi<ratis cien

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur hak asasi manusia yakni menyangkut hak pilih wr

i.iegara. sebagaimana ditentukan oieh Undane-Undang. sehingga hal ini menyangkut

setiap warga Negara, maka harus benar-benar dijamin perlindungan dan penegakannya r

hukum, begitu pun oleh Negara. Dengan deniikian akan ter'ladilah keharmonisan Nei

yang demokratis berdasarkan atas hukum, dan Negara hukum yang demokratis.

Diinana Pemiiihan Umutn sebagai sararla perwu.iudan kedaulatan rakyat, ur

menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif berkualitas dan bertanggung jawab berdasar

Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Rcpubiik Indonesia Tahun 1945.

11 ,. - , .
tbtd, nal. 36.

'o tbid,hal.38-39.
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itr. Persyaratan bagi Peserta Pemilu

Sebagaimana telah disinggung terdahulu bahwa Negara Indonesia adalah Negara

=g berkedaulatan mkyat. dan juga sebagai Negara Hukum. dengan jelas ditegaskan secara

, :stitusional di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3).

Kita diajak untuk menganalisis secara seksama, mengenai pemahaman kedaulatan

-.',.' at di satu pihak dan juga kedaulatan rakyat tersebut bagaimana pemahamannya dari

-:.rt pandarrg Negara hukum. Hal ini yang dimaksudkan dalam Pasai I ayat (2) tian ayat

1 LuD 1945.

Sebagaimana diungkapkan Nfac lver. kisaran iahun \926, yarg menyaiakan bahwa

".1'&r Negara modem saat itu dapat dikategorikan, sebagai Negara demokrasi, namun tidak

" " -,, 
ang memiliki karakter sama. Karena itu, demokrasi dipahami sebagai peringkat atau

:: :i&t dan sebagian lagi ada yang memahami sebagai mekanisme tertentu melalui mana

, . :.endak umum diekpsresikan. I5

Dalam berbagai literatur, demokrasi dipahami sebagai salah satu bentuk

:,:::erintahan yang berakar pada klasifikasi Aristoteles yang dibuat berdasarkan jumlah dan

-:: pemegang kekuasaan.16

Dalam konsep Negara demokrasi berdasarkan hukum dan dalam konsep Negara

r --...-rrrl yang demokrasi terkandung makna bahwa demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan

i -r. rili. sedangkan substansi irukum itu sendiri ditentrikan di'ouai dengan cara-cal'a yarlg

-; -:. okratis berdasarkan konstitusi. l7

Di dalam teori negara hukum yang demokratis, prirrsip-prirrsip }iegara hukum

: ":ocratie) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (demouatie) dijalankan secara jaringan.

, 
-.ckuensinya, hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi, tidak

' :r dibuat ditetapkan ditafsirkan dan ditegakkan dalam Negara yang otoriter.lS

Sebaliicnya, demokrasi harus diatur berdasarkan aias hukum. Demokrasi yang

'r-: nkan suara mayoritas dibatasi oleh prinsip-prinsip Negara hukum misalnya

rr-.-rdungan hak asasi manusia (HAM).te

Dalam kaitan arfiara demokrasi dengan Negara yang berdasarkan hukum,

"r-;-iark&r setiap norna yang berlaku di Negara Republik Intionesia, yakni sebagai

ts 
Janedjri M. Gaffar, Op.Cit, hal. 12-13.

" tbid, hal. 1.4.
t' tbid, hrl 60.
t'tbid.
tt tbid.
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rak)-at. tidak melaiui perw.akilan oleh Lembaga Dewan Perwakilan hal tersebut s

berlangsung semenjak tahun 2004 sampai dengan sekarang.

Belaiar dari dinamika penyelenggaraan. Pemilu Presiden dan Wakil Presicien

pemiiihan kepala daerah (Pilkada) terindikasikan terjadinya pelanggaran amanah

aspirasi rakyat. banyak oknum wakil-wakil rakyat yang tidak memiliki amanah terh

aspirasi rakyat" belajar dari kenyataan itulah maka rakyat pun berketetapan hati u

memilih pemimpinnva secara langsung. tidak lagi melalui perwkailan oleh wakil-wak

di lembaga perwakilan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sistem pernilihan tidak langsung titlak r

memenuhi harapan rakyat, keberhasilan pemilihan oleh dewan. mempertaruhkan kejujr

kemandirian rian taat asas pernilu. Pada pemiiihan tidak langsung potensi korupsi i

meningkat. Selain itu, pemilihan tidak langsung juga dipandang lebih lemah d

mengaregasi semangat pu blic clibandingk-an dengan pemilihan langsung. 13

Secara garis besar sistem pemilu pada umumnya dibedakan menjadi dua yaitu si

proBt-rrsitrnai dan sistern distrik. Sisterrr pnrporsional sering juga disebat syslem t

member constituencies. sedangkan sistem distrik disebut sistem single mel

constituency. Daiam sistem distrik. satu wilayah (distrik pemiiihan) memilih satu wakil

dasar pluralitas. sedangkan dalam sistem proporsional satu wilayah yang besar mer

beberapa wakil yang jumlahnya ditentukan berdasarkan perimbangan jumlah penduduk.

Pelaksanaan pemilihan umum, disamping sebagai perwujudan dari sistem demol

pemilu itu harus dijalankan dalam prinsip-prinsip Negara hukum yang ciemokratis cie

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur hak asasi manusia yakni menyangkut hak pilih u

iliegara. sebagaimana ditentukan oieh Unciang-Undang. sehingga hal ini menyangkul

setiap warga Negara, maka harus benar-benar dijamin perlindungan dan penegakannya

hukum, begitu pun oleh Negara. Dengan denfkian akan teriadilah keharinonisan Nt

yang demokratis berdasarkan atas hukum, dan Negara hukum yang demokratis.

Dirnana Pemiiihan Urnuin sebagai sararra perwujudan kedaulatan rakyat" u

menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif berkualitas dan bertanggung jawab berdasa

Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

" tbid,h^|.38.
'o rbid,har.38-39.
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;" Fers.v-aratan bagi Peserta Pemilu

Sebagaimana telah disinggung terdahulu bahwa Negara Indonesia adalah Negara

,.:. :erkedaulatan rakyat. dan juga sebagai Negara Hukum. dengan jelas ditegaskan secara

, :.r-rusional di dalam UUD 1945 Pasal I ayat (2) dan ayat (3).

Kita diajak untuk menganalisis secara seksama, mengenai pemahaman kedaulatan

,*-. pandang Negara hukum. Hal ini yang r3imaksudkan dalam Pasai I ayat (2) dan ayai

-_D 1945.

Sebagaimana diungkapkan Ivfac Iver. kisaran tahun 1926, yang menyatakan bahwa

ru::- : Negara modem saat itu dapat dikategorikan, sebagai Negara demokrasi, namun tidak

.u; -.r.ng memiliki karakter sama. Karena itu, demokrasi dipahami sebagai peringkat atau

;r:*: :I dan sebagian lagi ada yang memahami sebagai mekanisme tertentu melalui mana

"-' ::.fuk umum diekpsresikan. l5

Dalam berbagai literatur, demokrasi dipahami sebagai salah satu bentuk

in-:;:intahan yang berakar pada klasifikasi Aristoteles yang dibuat berdasarkan jumlah dan

, :: -megang kekuasaan.l6

Dalam konsep Negara demokrasi berdasarkan hukum dan dalam konsep Negara

'l --t -rn yang demokrasi terkandung makna bahwa demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan

-{. *1i. sedangkan substansi hukum itu seirdiri ditentukan dii;uat derrgan cara-cara yang

,"=- -,kratis berdasarkan konstitusi. 17

Di dalam teori negara hukun yang demokratis, prirrsip-prinsip Negara hukurn

r ::ocratie) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (demouatie) dijalankan secara jaringan.

, 
-ickuensinya, hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi, tidak

", .: dibuat ditetapkan ditafsirkan dan ditegakkan dalam Negara yang otoriter.18

Sebaliicnya, denrokrasi harus diatur berdasarkan aias hukum. Demokrasi yang

"',*: -:rkan suara mayoritas dibatasi oleh prinsip-prinsip Negara hukum misalnya

:r* ,r,Jungan hak asasi manusia (HAM).te

Dalam kaitan antara demokrasi dengan Negara yang berdasarkan hukum,

"r-:isarkan setiap norna yang berlaku di Negara Republik Indonesia. yakni sebagai

-,r;.--liUt l

-'ianedjri M. Gaffar, Op.Cit, hal. 12-13.

" tbid, hal. 14.

" rbid, hrt. G6.

" rbid.

" tbid.

.E
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Dasar konstitusionalnya yakni Undang-Undang Dasar 1945, Pasal I Ayat (2) r

ayat (3). Dari Pasal terscbut dibuatlah / diundangkan oleh Undang Undang Pemilil

Umum Pemilihan Umum. sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Undang Undr

terkini yakni Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemiiihan Umum Angg

DpR, DPD dan Anggota DPRD dan melalui Undang Undang inilah mekanisme pelaksanr

pemilihan umum diatur.

ivlenurut Undang Undang Nomor 8 Tairun 2A12 1runtatrg Pemilihan Umum Angp

DPR, DPD dan DPRD mengenai peserta dan persyaratan mengikuti pemilihan umum dii

daiam Bab iII dan dapat diuraikan sebagai berikui :

1. Persyaratan. Pemilu Anggota DPR dan DPRD. diatur dalam Pasal 7. Pasal 8, Pasa

dan Pasal 10.

2. Peserta Pemilu untuk Mernilih Anggota diatur dalam Pasal 11, Pasai 12, danjuga Pr

13.

3. Pendaftaran Partai Peseria Pemilihan Umum (Pernilu) diatur dalam Pasal 14 dan Pasal

4. Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Uinum diatur dalam Pasal i5
5. Penetapan Pafiai Politik sebagai Pesefia Pernilu diatur dalam Pasal 17

6. Pengawasan atas Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemiiu diatur ria

Pasal i8

A. Para Pihak yang Bersengketa dalam Sengketa Pemilu di Pengadilan Tata Usr

Negara

Dalaitr perkembangan demokrasi, kendatipun kedaulatan berada di tangan rai

sudah tidak memungkinkan seandainya rakyat menjalankan pemerintahan secara langs

da1 apabila dipaksakan, justru rakyat akan kehiiangan hak dan kewaiibannya untuk

serta dalam pemerintahan. Hal ini dalam perkembangan lebih lanjut memunculkan sis

{emokrasi pemerintahan perwakiian. Sistern ini bertu-iuan agar kepentingan dari pen

kedaulatan yakni rakyat dapat memilih wakil-wakilnya pada lembaga perwakilan sebr

j aminan terlaksananya demokrasi iiu.

Dengan demikian salah satu ciri utama dan prasyarat Negara demokrasi modern adr

penyelenggaraal pemilu.2O Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksar

kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, ulrlum, bebas, rahasia, jujur dan

daiam Negara Kesatuan Repubiik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Unc

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan diselenggarakannya pemilr

umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat maka <iiharapkan <iapat menghasi

36

20 
Janed.lri, M. Gaffar, Op.Cit,hai.4.
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'.akil-wakil rakyat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya

:emerintahan.

Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 228 Undang-Undans Dasar

,:gara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu di Indonesia diselenggarakan bertujuan

-rruk memilih anggota De\',,en Per.",l,akilan Rakyat (DPR), Deu,an Per.,l,akilan Daerah

IPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berlandaskan asas langsung,

-:11um, 'oebas, rahasia, juj ur dan adil setiap 5 (iirna) tahun sekali.

Pemilu di Indonesia diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan yang

:itinya setiap orang warga Negara Irrdonesia dijarnin memiliki wakil yang duriuk ,ii

-embaga Perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan

:emerintahan di pusat hingga ke daerah.2l

Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara langsung, urnum, bebas, rahasia,

ijur dan aciil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkuaiitas,

:apat dipercaya dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislative secara optimal.

rcnyeienggaraan pemilihan umum yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat

" ,.mpetisi yang sehat, partisipatif dari keterwakilan yang makin kuat dan dapat

: i pertanggungj awabkan.22

Asas pemilihan umum yakni langsung, dalam pengertian rakyat sebagai pemilih

,ienrpurryai iiak untuk rnemberikair suarailya secara langsung, sesuai dengan kehendak hati

:uraninya, tanpa perantara.

Perniiiiran yang bersifat umum mengandung makna yang menjatnin kesempatarr

'. ang berlaku menyeluruh bagi semua Warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku,

rgama, ras, goiongan, jenis kelamin, kederahan, pekerjaan dau status sosial.

Setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa

ekanan, dan paksaan dari siapapunjuga.

Pemilih dijamin keamanannya oleh Negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan

.,ehentiak hati nuraninya. Dalam mem'oerikan suaranya pada surat suara, pemiiih dijamin

rahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh orang lain.

Daiam penyeienggaraan pemilihan umurn, aparat pemerintahan, peserta pemiiu,

kngawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap

aj ur sesuai ciengan ketentuan peraturan perunciang-undangan.

21 Hamafira, Penjelosan undong-L)ndang Nomor 8 Tahun 201"2 tentang Pemilu, Hamafira, Klaten,

1114, hal. t61-762.
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Pasal 268 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggol

DPR, DPD dan DPRD ayat (1) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu adalah sengktea yan

timbul dalam bidang tata usaha pemilihan umum antara calon anggota DPR. DPD. DPRI

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon peserta pemiiu dengan KPI

K-pU Provinsi dan KPU KabupatedKota sebagai akibat dikeluarkann5'a keputusan KPt

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota.

Ayat (2) Sengketa Tata Usaha Negara Pemiiu merupakan sengketa yang timl:r

antara lain :

a. KPU dan Partai Politik salon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi setragai akitrr

dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemil

sebagaimana dimaksud daiam Pasal 17; dan;

b. KPU. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPI

DPR.D Provinsi dan DPRD KabupaieruKoia vang dicoret dari daftar calon teta

sebagai akibat dikeluarkan Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetz

sebagaimerra dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasai 75.

Memperhatikan Bab VIII.B Undang Undang Dasar Negara Republik Indones

Tahun 1945 Pasai 228 ayat (2) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggo

Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah. Presiden dan Wakil Presiden dt

Dewan Perwakilan Rakyat Daerair. ,:

Untuk pemilihan umum ini diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yal

bersifat rrasional. tetap darr rnandiri. Kornisi ini seritrg disebut Konrisi Pemilihan Umu

(KPU).

IVIelgenai penyelenggara pernilu teiah riiundangkan Undang-Undang Nomor

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Di dalam pertimbangan yuridisn'

diuraikan sebagai berikut :

a. Bahwa penyelenggaraafi pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarat

untuk rnewuiudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara yang demokra

berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahr

lAAF
I v+f.

ao
JD
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: Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin

pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutuhkan penyelenggariliul pemilihan umum

tang professional serta mempunyai integritas. kapabilitas dan akuntabilitas.23

N{aka atas pertimbangan di atas dibentuklah suatu komisi penyelenggara pemilu atau

ffi::E disebut juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor

: jrun 2011. Penyeienggara Pemilihan Umum berpedoman pada asas :

- T,,:,--JL{Lu

: Adil
j- Kepastian Hukum
: Tertib
: Kepentingan Umum

; Keterbukaan

:- Proporsionalitas

Profesionalitas

.{kuntabilitas
r- Efisiensi; dan

Efektivitas

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraanpemilihan umrim ailggota Dewan

k;;;1* Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

lrtraairrr dengan pra pelaksataal pemilihan umum, pelaksanaan pemilihan umum dan

m":. ;elaksanaan pemilihan umum.

Penibicar'aan seputar penyelenggara pemilu yaitu Kornisi Peniiiihan Urnum (KPU)

w;alian bagian yang tidak terpisahkan dari pemilihan umum di Indonesia. Berdasarkan

uli':,,i Ji atas rnaka dapat disimpulkan bahwa para pihak yang bersengketa dalam sengketa

-m:. -- 

'ahaNegara 
Pemilu adalah :

- , :e Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

1 *--::isi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- r;r-ai Politik peserta pemilu.

)emikianlah pihak-pihak yang bersengketa dalam sengketa tata usaha Pemilihan
1 - -l----- l:---t - -l -t: J^l----t1- -l--,- TT--l-,- tt-,,, oT l -nl^-- .trLtdBallllalla qllllaKsUU ul Ualalll UIlUallg-UIlUallg l\UlIIUI'6 IallUIt /.Vl/-.

-' Citra Umbara, Undang-lJndang Nomor 75 Tahun 2077 tentang Penyelenggaraon Pemilihan lJmum,

-.ata, Bandung, 2013, hal. 314.

)Y
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B. Proses Penyelesaian sengketa Pemilu di Peradilan Tata Usaha Negara

Negara hukum melahirkan beberapa pendapat Sarjana, pada abad ke-19' yaiti

munculnya konsep rechtstaat dari Freidrich Julius Stahl. menurutnva uns\lr-unsur Negari

hukum (rechtstaat) adaiah :

a. Perlindungan hak-hak asasi manusia

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu'

c. Pemerintahan berdasarkan pcraturatr perundang-undangan; dan

d. Peradilan administrasi dalam perselisihan'2s

Tir1ak lar,a berselalg munculnya konsep Negara Hukurn (rule of iuw) -yatl

dicetuskan oleh AV. Discey. dalam sistem hukum Anglosaxon. unsur-unsur Negara hukur

dalamsisiemhukumruieofiawadalahsebagaiberikut:

a. Kedudukan yang sama dalam ruang hadapi hukum (equality before the law)

b" Terjarninnya hak-hak manusia, oleh Undang-Undang'26

Kedua konsep sistem Negara hukum tersebut di atas, telah mewarnai sistem Nega

hukum di incionesia. vang menamakan diri, sebagai Negara hukum Pancasila' Dalam kaiti

dengan prinsip Negara hukum di Indonesia ini. maka Negara telah menyediakan sua

sarana. daiam hal ini i\legara telah menyediakan suatu lembaga peradilan dalam rangi

untuk memenuhi tuntutan keadilan dari rakyat. sebagai Negara hukum' :$

Iviaka ,Jari itu, niengeuai kekuasaan kehakiman, sebagaimana dinratrisudkan dala

Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 yang pada prinsipnya adalah sebagai berik

..Kekuasaam Kehakirnan ,Jiiaksanakarr oleh lv{ahkarnah Agung dan badan peradilan ya

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum' lingkungan peradilan agan

lilgkungan peradilan miliier, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleir sebu

Mahkamah Konstitusi.

salah satu lernbaga pelaksana kekuasaan kehakirnan yaitu Peradilan Tata Usa

Negaa (PTLIN). Lembaga ini merupakan suatu lembaga peradilan yang diantara kompete

yang dimilikinya aclalah masalah "sengketa Tata usaha i'iegara Pemilu"'

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilihan Umum adalah sari

peiaksanaan keciaulatan rakyat, yang dilaksanakan seoara iangsung' umum' bebas' rahat

jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila c

UnclangUnclangl)asarNegaraR.epubliklndonesiaTahun1945.

,r Ridwan ltl, Hukum Administrasi Neqora, PT. Raia Grafincio Persacia, iakana, 2006,

'u tbid.

+U

hai.3-4.



?

ad ke-19, yaitu

ur-unsur Negara

ttl' iuw) yang

Lr Negara hukum

u')

ri sistem Negara

la. Dalam kaitan

a1'ediakan suatu

n daiam mngka

aksudkan dalam

sebagai berikut

peradilan yang

eradilan agama-

lan oleh sebuah

an Tata Usaha

)\tEtt>

lurntl JL|ST{CI L'oi. i 0 iy'o. i. Junuat i 2() I I

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota, Dewan Perwakilan

i;,r -, rr (DPR) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Anggota Dewan Perwakilan

i:. " at Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Pemilihan umum di Indonesia yang diatur di dalam Undang Undang Republik

::,::sia Nomor I Tahun 2012 merupakan implementasi dari apa yang diamanatkan di

,:: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pasal I ayat 2 yakni

' .::auiatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar".

Menurut penjelasan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012, "Makna kedaulatan
,*, ,:i // kedaulatan berada di tangan rakyat adalah bahwa rakyat merniliki kedauiatan,

:-r-rung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih, pemimpin yang akan

*::-.bentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta

*::i1ih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan."2s

Perwujudan kedaulatan rakyat diiaksanakan meialui pemilu secara langsung sebagai

;- =a bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan

Ir .J&wBS?II, menyaiurkan aspirasi politik rakyat membuat Undang-Undang sebagai

*- rf,-san (deepening democracy) serta upaya mewujudkan tata pemerintahan presidensial

* . et-ektif.2e

Menurut Charles Simambura, mengatakan bahwa "Negara demokrasi,

;.;rwakilan rakyat yang ideal dalam sebuah Negara rnenjadi sesuatu yang sangat

':eradaan lembaga perwakilan rakyat merupakan konsekuensi logis dari

.:okrasi.3o

Demokrasi, sebagai pemerintahan rakyat, yang dapat dilaksanakan secara langsung

* . c Inungkin dilaksatrakan pada suatu Negara yang luas wilayahnya, jumlah warga

:-JI'?fl)iI sangat kecil, namun dalam Negara modern, yang luas wilayahnya jumlah warga

:.rdfl/o sangat tresar. Hal demikian meiahirkan sistem demokrasi perwakilan.

Demokrasi perwakilan adalah demokrasi yang dibuat untuk dapat mempraktekkan

:-,,.a waktu yang lama dan mencakup wilayah yang luas.3l
:'"-' prinsipnya kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat dalam sistem demokrasi

*1 .: maka rakyat akan mendelegasikan ketiaulatan yang climilikinya kepacla wakil-
*:-rr at yang dipilih melalui pemilihan umum, yang dipilih setiap 5 (lima) tahun sekali.

" lbid, hal. 203.

', tbid.
30 Charles Simambura, Parlemen lndonesia, Lintasan Sejaroh dan Sistemnya, pT. Raja Grafindo

::i'sada, Jakarta,2011, hal. 1.
31 Janedlri M. Gaffar, Op.Cit, hal.8.
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PemilihanUmumlPemilu)merupakancarayangdemokatisuntukmembentukdan

mentransfer kekuasaan dari rakyat kepada otoritas Negara / sebagaimana dirumuskan dalam

interncrtiotrell coynrrrission of ir.*ist {a\ars.korrfetensinya dr Bangkok padatahun 1965'32

SesuaidenganprinsipkedaulatanrakyatyangdianutdalamUndangUndangDasa

lriegara Republik Indonesia tahun 1945 pemilihan umum bagi bangsa Indonesia memilil

arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan Negara'

Di claiam penyeiengg araafl pcmiiihan uIRuIn (Pernilu) khususnya di Indonesi

sangat dimungkinkan akan timbul I akan terjadi sengketa tata usaha Negara Pemil

sengketa Taia Usaira Ncgara Pernilu yaitu sengketa yang timbul daiam bidang tata usal

Negara Pemilu antaracalon Anggota DPR, DPD' DPRD Provinsi" DPRD Kabupaten / Kc

alaupunpartaipolitikoaionpesertapemilurlenganKPU.KPUProvinsidanKl

Kabupaten / Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU' KPU Provinsi dan KI

Kabupaten / Kota.33

SengketaTataUsahaNegaraPemilihanUmumyangterjadiantaraKPU,K]

Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota clengan calon anggota DPR" DPD' DPRD Provinsi c

DPRDKabupaten/Kota.sebagaiakibatdikeluarkannyaKTUN.

Kekuasaan i kewenangan peradilan Tata usaha iiegara, sesungguhnva ciqoat dib

ke dalam dua jenis kewenangan yakni kewenangan absolut dan kewenangan rela

Kewenangan absolut ,Jar.i Peradilan Tata Usalra Negara (PTL]-N), yaitu Perrgadilarr T

usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa' memutuskan dan menyelesaii

"sengketa 1'ata Usaha Negara"'34

yang dimaksud dengan 
..Sengketa Tata Usaha Negara" adalah sengketa yang tin:

cialarn bidang tata usaha Negara arrtara orang atau badarr lruk-unr perdata dengan 
,oadarr 

i

pejabat tata usaha Negara" baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkan

Keputusan Tata usaha i.iegara. termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peratt

Perundang-Undangan (Perpu) yang berlaku'3s

Dari uraian tersebut di atas maka ,Jalarn kaitamya dengan penyelengga

pemilihan umum (Pemilu) maka sangat dimungkinkan' Untuk terjadi sengketa tata u

pemilu.rnengingatdisiniberhubunganclengankepentingarrirrdividu(orang)dirrrana

" ibid.
,, Sinar Grafika, lJndang lJndong Nomor 12 Tahun 2a12 kntang Pemilu' Sinar Grafika' Jakarta'

ha|.777.
'o P.. Wiycnc, Hukum Acarc PTUII' Sinar Grafika' Jakarta' 2010' hat' 6'

'u lbid, hal.6.
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- 3rupakan calon untuk menjadi anggota DPR R[, DPD R[, DPRD, dengan pihak, KPU atau

'-rL D sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu)

nsur-unsur dalam sengketa tata usaha Negara. yaitu :

. Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara.
- Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat tata

usaha Negara.
- Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha

36
L\egara.

Yang dimaksud dengan tata usaha Negara adalah administrasi Negara yang

:elaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun

:, daerah.37 Urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif yakni kekuasaan

-nruk melaksanakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kekuasaan

:gislatif.

Kaitannya dengan sengketa tata usaha Negara Pemilihan {Imum (Pemilu) maka

-rpat dirinci unsur-unsur dari sengketa tata usaha Negara pemilu yaitu :

:,. Sengketa tersebut antara calon anggota DPR. DPD dan DPRD dengan KPU atau KPUD
ataupartai politik calon peserta pemilu dengan KPU, KPUD.

- Akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KFU KabupatervKota.
r Akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang daftar calon tetap.

Unsur-unsur sengketa tata usaha pemilu di atas sedikitnya telah memberikan

_rambaran mengenai para pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Pemilu yakni:

1. Pihak calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi anggota DPRD KabupatenrKota.
l. Pihak KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
-r. Pihak Partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi.

Sementara itu yang menjadi objek dari sengketa tata nsaha Negara pemilu adalah :

1 . Keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu
l. Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap.

Dari uraian di atas, maka sebagaimana proses penyelesaian Sengketa Tata Usaha

Negara Pemilu pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan KPU

tentang penetapan partai politik peserta pemilu dan keputusan Komisi Pemiiihan Umum

tKPU) tentang penetapan daftar calon tetap adalah sebagai berikut :

i. Gugatan al.as sengketa tata usaha Negara pemiiu diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara hal tersebut dapat dilakukan setelah seluruh upaya administrative di
Bawaslu telah digunakan.

2. Mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara pemilu dilakukan paling lama 3
(tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu

'u tbid.
t'rbid,har.7.
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3. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari Penggugat belum menyempurnakan gugata

hakim maka elrgaaita" Tinggi (Hakim) dapat mernutuskan gugatan tidak dapc

diterima.
4. Terha<iap putusan Pengadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum.

5. pengadiian Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutuksan gugatan palin

lama 21 (dua puluh satu) hari.

6. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hanya dapat dilakuka

permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

7. iermohonan kasasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan Mahkamah Agung waji

mernberikan putusan atas permohonatr tersebut'

8. Putusan Mahkamah Agung tersebut bersifat terakhir dan mengikat.
g. KpU wajib menindzrklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara da

Putusan Mahkamah Agung paling lambat 7 (tujuh) hari keqja'

Demikianlah proses penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Umul

sebagaimana yang ,Jiatur secara normatif di dalam Undang- Undang Norlor 8 Tahun 201

tentangpemilihan umum anggota f)PR, DPD dan DPRD'

D. KESIMPULAN
i. para pihal< yang bersengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemi'tu yaitu :

a. Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, selal

penyelenggara perniiihail u111tr11.

b. Calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Kabupaten/Kota

c. Partai Politik peserta pemilihan umum, yang tidak lolos verifrkasi'

2. Proses Penyelesaian Sengketa Tata Llsaha Negara Pemilu

Gugatan atas sengketa tata usaha Negara Pemilu, diajukan ke Pengadilan Ting

Usaha Negara" setelah upaya administratif di Bawasiu teiah digunakan. Fengaiu,

gugatan atas Sengketa'fata Usaha Negara Pemilu dilakukan 3 (tiga) hari kel

setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Nega

memeriksa dan memutuskan gugatan paling lama 2l (dua puluh satu) hari kel

sejah gugatan dinyatakan lengkap. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usa

Negara halya tlapat dilakukan permohonan kasasi ke Nlahkamah Agung Reputr

Indonesia. Permohonan Kasasi dapat diajukan 7 (tujuh) hari kerja sejak putus

pengadilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung wajib memberikan ptrtusan a1

permohonan kasasi, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak permohonan kas

diterima, putusan Mahkamah Agung tidak dapat dilakukan upaya hukum d

langsung mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap'
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